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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

dan memberikan kepastian hukum mengenai besaran 

dan penggunaan Iuran bagi Badan Usaha yang 

bergerak dalam kegiatan Penyediaan dan 

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan 

Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana 

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran 

Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan 

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan 

Pengangkutan Gas Bumi  melalui Pipa, perlu mengatur 

kembali besaran dan penggunaan Iuran Badan Usaha 

dalam kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian 

Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi  

melalui pipa; 

 

www.peraturan.go.id



2019, No.122 -2- 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas Bumi, serta Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan 

Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan 

Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar 

Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi  

melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 

2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan 

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan 

Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Besaran 

dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan 

Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar 

Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi  melalui Pipa; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4152); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang 

Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan 

Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas 

Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 

tentang Badan Pengatur Penyediaan dan 

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan 

Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5308); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BESARAN DAN 

PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN 

USAHA PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN 

BAKAR MINYAK DAN PENGANGKUTAN GAS BUMI  

MELALUI PIPA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa 

hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan 

temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh 

dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. 

2. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang 

berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. 

3. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh 

bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi 

nilai tambah minyak bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi 

tidak termasuk Pengolahan lapangan. 

4. Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa adalah kegiatan 

menyalurkan Gas Bumi  melalui pipa, meliputi 

kegiatan transmisi dan/atau distribusi melalui pipa 

penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau 

diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang 

terintegrasi. 

5. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, 

dan/atau impor minyak bumi dan/atau hasil 

olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi  melalui pipa. 

6. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan 

Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, 

pengangkutan, penyimpanan, dan/atau Niaga dengan 
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tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. 

7. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan 

pipa transmisi Gas Bumi  yang merupakan bagian dari 

rencana induk jaringan transmisi dan distribusi Gas 

Bumi  nasional. 

8. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu 

dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan 

bagian  dari rencana induk jaringan transmisi dan 

distribusi Gas Bumi  nasional. 

9. Hak Khusus adalah hak yang diberikan oleh Badan 

Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan 

Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Ruas 

Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi 

melalui lelang. 

10. Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah 

kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan 

impor Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, bahan 

bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar 

yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana 

penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada 

semua pengguna akhir dengan menggunakan merek 

dagang tertentu. 

11. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (Trading) adalah 

kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan 

impor Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, bahan 

bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar 

yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan 

sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan 

kepada pengguna yang mempunyai/menguasai 

fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal 

penerima (receiving terminal). 

12. Iuran adalah sejumlah dana tertentu yang wajib 

dibayarkan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha 

yang melakukan kegiatan penyediaan dan 

pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau  Niaga 

Bahan Bakar Minyak dan/atau melakukan kegiatan 

usaha Pengangkutan Gas Bumi  melalui Pipa 
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dan/atau kegiatan usaha Niaga Gas Bumi  yang 

memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi.  

13. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan 

hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, 

terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan serta bekerja dan 

berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

14. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk 

untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap 

penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak 

dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi  melalui 

Pipa pada kegiatan usaha hilir.  

 

BAB II 

KEWAJIBAN PEMBAYARAN IURAN OLEH BADAN USAHA 

 

Pasal 2 

(1) Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan 

dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau  

Niaga Bahan Bakar Minyak wajib membayar Iuran 

kepada Badan Pengatur. 

(2) Badan Usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan 

Gas Bumi  melalui Pipa dan/atau kegiatan usaha Niaga 

Gas Bumi  melalui pipa yang memiliki fasilitas jaringan 

distribusi Gas Bumi  wajib membayar Iuran kepada 

Badan Pengatur. 

(3) Badan Usaha yang wajib membayar Iuran dalam 

kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar 

Minyak dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga umum 

(wholesale) Bahan Bakar Minyak; 

b. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga terbatas 

(trading) Bahan Bakar Minyak; dan 

c. Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan 

yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak dan 
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